RENCANA KERJA
PERANGKAT
DAERAH

Tahun 2023

PERUMDA AIK IVIINuwiv
TIRTA BINANGUN
@) L* KABUPATEN KULON PROGO
if UNIT PELAYANAN BANJARARUM

KALIBAWANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO
2022



DAFTAR ISI

Halaman Judul [
Daftar Isi i
Daftar tabel i
BAB |. PENDAHULUAN ...t ssss s s s smmn s e 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan HUKUM ... 3
1.3 Maksud dan TUJUAN ........eiiiiiee e e e s 4
1.4 Sistematika PenuliSan ... 5
BAB Il. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah..................coooiiiiiii i, 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............cccccccoiiiiinnn, 24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 27

2.4 Review Terhadap RKPD........coii e 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........................... 41
BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........ccooiicievinnee 45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................coooiiiii, 45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................cccccviviiiiieenennn. 46
3.3 Programdan Kegiatan.............oooiiiiiii 47
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...... 50
BAB V. PENUTUP ... e 62

i



Tabel 1.

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6
Tabel 7

Tabel 8

Tabel 9

Tabel 10

Tabel 11

DAFTAR TABEL

Program dan Kegiatan Beserta Realisasi Anggaran Tahun
202

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab Kulon Progo Tahun
20 7 SRR UPPURR

Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2021.........cooomiie e

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Kabupaten Kulon

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ............cc.ccooiiiiiennts

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.................

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Kulon Progo...........ccoooiiiiiiiiiiiin

Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo ..........coooeiiiiiiiie e

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2023 ...

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sumber Dana APBD
PrOPINSI. et

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sumber Dana

11

15

25

31
41

47

51

60

61

il



BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun
2021. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 113 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja
pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang tata lingkungan
hidup;

d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penaatan dan
pengendalian lingkungan hidup;

e. pengoordinasian administrasi kesekretariatan dinas;
pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;

g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi
dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan

tugasnya.



Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan
acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan
mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana
yang dimiliki.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo yang selanjutnya disingkat menjadi Renja DLH Tahun 2023 ini
mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023,
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023-2026 dan hasil forum perangkat daerah serta Musrenbang RKPD
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah
untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun
perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program
dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan

partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2005 — 2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja SKPD.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah

sebagai berikut :

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

-~ 0o o 0 T ®

Penetapan Renja Perangkat Daerah



Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja
Pemerintah Daerah ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Renja
Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum

Perangkat Daerah

Rancangan Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat
daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta memenuhi fungsi
akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya

Manusia di masing-masing perangkat daerah.

1.2.Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya
Renja DLH tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (2005 — 2025);

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun
2015;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun
2005 - 2025;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2021;

. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup;

. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 -2026.



0. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023-2026;

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2023

adalah :

1. Menjadi acuan / dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-
langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas
dan menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kulon Progo pada tahun 2023 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten,
APBD Propinsi maupun APBN.

3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai

pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan penyusunan Renja DLH Kabupaten Kulon Progo tahun 2023
adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran
program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang
tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

adalah sebagai berikut :
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BAB i

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021

melaksanakan 7 program, 12 kegiatan dan 16 subkegiatan. Program dan

kegiatan beserta realisasi anggaran tahun 2021, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1 :Program dan Kegiatan beserta Realisasi Anggaran Tahun 2021

No

Program/ kegiatan/ Subkegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

37,845,000

37,780,000

99.83

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6,015,000

5,998,000

99.72

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1,458,203,811

1,444,687,024

99.07

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

39,350,000

39,342,000

99.98

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

4,000,000

3,992,000

99.80

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

24,635,000

24,333,041

98.77

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

24,107,484

24,050,000

99.76

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

148,779,248

147,760,846

99.32




Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

128,387,613

115,970,738

90.33

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

10

Penyusunan dan Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota

335,859,000

313,320,700

93.29

11

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
Kabupaten/Kota

508,170,000

498,108,000

98.02

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

12

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut

368,121,150

364,689,050

99.07

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan dan Izin
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

13

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lIzin
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

54,759,100

54,240,900

99.05

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

14

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan

240,362,600

238,983,350

99.43

VI

PROGRAM PENANGANAN
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP




Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap

15 PPLH Kabupaten/Kota

21,610,000 21,534,725

PROGRAM PENGELOLAAN

Vil PERSAMPAHAN

99.65

Pengelolaan Sampah

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

16 | Persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

3,097,966,000 | 2,654,363,500

85.68

Total 6,498,171,006 | 5,989,153,874

92.17

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa anggaran Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 (setelah perubahan APBD) sebesar
Rp.6.498.171.006,- dan dapat terserap sebesar Rp.5.989.153.874,- ( 92,17% ).
Serapan anggaran tertinggi berada pada Program Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup yaitu sebesar 99,65%. Sedangkan realisasi anggaran yang
terendah berada pada program Pengelolaan Persampahan yaitu sebesar 85,68%.
Serapan anggaran yang tidak maksimal ini disebabkan adanya pergeseran
anggaran DAK dari DPUPKP Kabupaten Kulon Progo ke Dinas Llngkungan
Hidup pada Bulan April 2021, dimana perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
ada di DPUPKP dan DLH tinggal membayarkan.

Terkait dengan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 : Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo Tahun 2021

Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan | Target | Capaian %
Meningkatnya layanan Rata-rata persentase
pencapaian tugas dan pencapaian program di Persen 100 99.23 99.23
fungsi perangkat Daerah | setiap perangkat daerah
Meningkatnya Indeks Kualitas Air Angka 38 38 100
konservasi, perlindungan
dan pengendalian
sumber daya alam Indeks Kualitas Udara Angka | 9545 92.15 | 96.54
secara berkelanjutan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Air

tahun 2021 sebesar 38 dan realisasinya adalah 38 (persentase capaiannya

9



100 %) sesuai target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi indikator kinerja
Indeks Kualitas Udara tahun 2021 yaitu 92,15 belum mencapai target yang
ditetapkan yaitu 95,45 atau realisasinya 96,54 %. Target tidak tercapai karena
mulai beroperasinya Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA)
menyebabkan peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Kulon Progo dan
berimbas pada peningkatan beban transportasi. Peningkatan transportasi / arus

lalu lintas menyebabkan kadar pencemar udara meningkat.

Capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara ini akan
mendukung capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan
Indikator Kinerja Utama Daerah. Bila Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas
Udara meningkat, maka diharapkan dapat meningkatkan capaian Indikator

Kinerja Utama Daerah.

Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara di wilayah perkotaan, upaya-
upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menambah luasan RTH publik,
seperti taman kota, hutan kota, taman keanekaragaman hayati, pot vertikal dan
penanaman tanaman perindang jalan yang efektif menyerap polutan udara,
maupun dengan memperbanyak penanaman pohon di lahan kritis dan lahan

lindung.

Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air, upaya yang dapat dilakukan
antara lain dengan pengurangan sampah/ limbah (meningkatkan kuantitas dan
kualitas bank sampah dan pelanggannya), meningkatkan peran IPLT dengan
menambah pelanggan ( kantor, sekolah, perumahan, IPAL komunal, rumah
tangga dan lain-lain) dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan IPAL
di perusahaan-perusahaan,fasyankes dan lain-ainnya. Juga perlu ditingkatkan
edukasi keberbagai pihak akan pentingnya pembangunan berwawasan

lingkungan.

Capaian kinerja dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 tertuang dalam
tabel 3 berikut ini :

10



Tabel 3. Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

Program Prioritas Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi
Pembangunan Program RPJMD Renja
Program Penunjang Urusan C::Sﬁ.:: lereur{%Zn
Pemerintahan Daerah b jang % 99,08 99,08 99.23
Kabupaten/Kota pemerintah daerah
kabupaten/kota
Program Perencanaan Capaian konservasi o 36.25
Lingkungan Hidup lingkungan hidup ° 20,83 20,83 ’
Program Peningkatan
Pendidikan, Pglahhan Dan Qapalan pengelolaan o 99.24 99,24 142,75
Penyuluhan Lingkungan lingkungan hidup
Hidup Untuk Masyarakat
Program Pengendalian Capaian pengendalian
Pencemaran. Dan/Atau pencemaran dan/atau % 72.72 72.72 44.78
Kerusakan Lingkungan kerusakan lingkungan
Hidup hidup
Program Pembinaan Dan .
. Capaian
Pengawasan Terhadap lzin :
Lingkungan Dan Izin usaha/kegiatan yang
. menindaklanjuti arahan % 98 98,00
Perlindungan Dan ! 100,00
. dan atau teguran hasi

Pengelolaan Lingkungan engawasan
Hidup (Pplh) peng
Program Penanganan Capaian penanganan
Pengaduan Lingkungan pengaduan lingkungan % 100 100 100
Hidup hidup

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/

Kota

capaian kinerjanya 99,23%. Capaian program tidak memenuhi target

karena masih terdapat asset DLH yang kondisinya tidak baik/ rusak. Implikasi
yang timbul adalah tidak tercapainya target capaian kinerja kesekretariatan pada
Renstra perangkat daerah. Kegaitan yang akan dilakukan untuk mengatasi factor

tersebut adalah menghapus aset-aset yang kondisinya rusak berat.

Indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah
persentase capaian konservasi lingkungan hidup. Target yang ditetapkan tahun
2021 adalah 20,83 % dan realisasinya 36,25 %. Nilai tersebut diperoleh dengan
perhitungan (Luas kawasan yang dikonservasi / luas kawasan yang seharusnya
dikonservasi) x 100%. Realisasi luas kawasan yang dikonservasi sebesar 43,5

hektar dan realisasi luas kawasan yang seharusnya dikonservasi sebesar 120
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hektar. Capaian program ini melebihi target yang ditetapkan karena adanya
penambahan luas konservasi pada tahun 2021 berupa penanaman 1.040 bibit
pohon di kawasan sekitar mata air yang berlokasi di Kapanewon Samigaluh dan
Kapanewon Kalibawang. Implikasi yang timbul adalah terpenuhinya capaian
program Renstra Perangkat Daerah dan mendukung capaian Indeks Kualitas
Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan IKU Bupati. Kebijakan/ tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil yaitu melakukan pemetaan

lokasi penanaman beserta kebutuhan pohonnya.

Persentase capaian Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup merupakan Indikator kinerja Program Pengendalian
Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan Hidup. Rumus perhitungannya
adalah (Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan
lingkungan / jumlah titik pantau) x 100%. Target yang ditetapkan sebesar 72,72%
sedangkan realisasinya hanya 44,70%. Faktor —faktor penyebab tidak tercapainya
target program/ kegiatan yaitu dari 134 jumlah titik pantau yang dilakukan
pemantauan hanya 60 titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku
kerusakan lingkungan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah adalah tidak tercapainya target program Renstra.
Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah meningkatkan kualitas air
antara lain dengan cara pengurangan sampah/limbah (meningkatkan kuantitas
dan kualitas bank sampah dan pelanggannya), gerakan bersih sungai,
meningkatkan peran IPLT dengan menambah pelanggan (kantor, sekolah,
perumahan, IPAL komunal, rumah tangga, dll) dan meningkatkan pengawasan
terhadap pengelolaan IPAL di perusahaan-perusahaan maupun fasyankes. Juga
perlu ditingkatkan edukasi ke berbagai pihak akan pentingnya pembangunan

berwawasan lingkungan.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan lzin
Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) indikator kinerjanya adalah persentase
capaian usahal/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil
pengawasan. Rumus perhitungannya vyaitu (Capaian usaha/kegiatan yang

menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan / Jumlah usaha atau
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kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang diawasi) x 100%. Target yang
ditetapkan hanya 98% namun dapat terealisasi 100%. Faktor —faktor penyebab
realisasi melebihi target program/ kegiatan adalah dari 50 usaha/ kegiatan yang
diawasi semuanya menindaklanjuti hasil pengawasan, berupa arahan, maupun
surat teguran. Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mendorong ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar menaati ketentuan yang
tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah adalah dapat tercapainya realisasi program sesuai dengan
target. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
adalah penambahan anggaran untuk pengawasan usaha/ kegiatan yang telah

memiliki izin lingkungan.

Indikator kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah persentase capaian
pengelolaan lingkungan hidup. Nilai capaian diperoleh dengan perhitungan
menggunakan rumus (Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup / Jumlah lembaga
peduli lingkungan hidup yang seharusnya dibentuk) x 100%. Target yang
ditetapkan sebesar 99,24% dan dapat terealisasi sebesar 142,75%. Faktor —faktor
penyebab realisasi melebihi target program/ kegiatan adalah jumlah lembaga
peduli lingkungan hidup yang terbentuk sampai tahun 2021 sebanyak 187
lembaga dari target 131 lembaga. Yang dimaksud dengan lembaga peduli
lingkungan hidup adalah Bank Sampah, Kelompok Pengelola Sampah Mandiri,
KSM pengelola sampah dan Sekolah Adiwiyata. Implikasi yang timbul terhadap
target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah dapat tercapainya
target program/ kegiatn yang sudah ditetapkan di Renstra. Kebijakan/ tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah konsistensi
penganggaran untuk peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah.

Indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
adalah persentase Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Nilainya
dihitung dengan rumus Persentase laporan atau pengaduan masyarakat yang

ditindak lanjuti sesuai SOP. Realisasi tahun 2021 tercapai sesuai targetnya yaitu
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100%. Faktor —faktor penyebab terpenuhinya target program/ kegiatan adalah
semua aduan lingkungan hidup yang masuk ke DLH telah ditindaklanjuti. Implikasi
yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
terpenuhinya target capaian Renstra DLH. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut adalah konsistensi penganggaran untuk penanganan pengaduan

lingkungan hidup.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas

Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2021 tertuang dalam Tabel 4 berikut ini :
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daeran dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Tahun Berjalan) Kabupaten Kulon Progo

Target Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

tahun lalu (2021)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat

Urusan/ Bidang Capaian Realisasi Target Program daerah s/d Tahun Berjalan
Urusan Indikator Kinerja Program Program Target e dan Kegllatan Realisasi
. . Hasil Program (Renja - ;
Kode Pemerintahan (outcomes)/ Kegiatan (Renstra ; S ; capaian Tingkat
dan Keluaran Target Renja Realisasi Renja 8 Perangkat )
Daerah dan (output) Perangkat . Tingkat program dan Capaian
X Kegiatan s/d Perangkat Perangkat e Daerah Tahun : R
Program/ Kegiatan Daerah) Tahu n Tahun 2020 e TRl daerah Tahun Realisasi 2022) kegiatan s/d Realisasi
2022 2021 2021 (%) tahun berjalan Target
(TW | tahun Renstra (%)
2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Wajib
2 Bukan Pelayanan
Dasar
211 Bidang Urusan
’ Lingkungan Hidup
Program
Penunjang
2111 Urusan 3.385.79 2.616.9 100 1.871.32 | 99,0 | 4.436.84 | 99,0 237 1.872.48 | 99, | 8.926.3 264
T Pemerintahan 8.577 81.192 3.156 8 4.841 8 ’ 7.143 | 08 13.176 ’
Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan pelayanan
L . 10 | 887.493. | 10 | 542.32 1.670.96 2.198.44 1.687.00 4.427.7
(aoz;nmlstram perkantoran 0 734,00 0 6.706 100 8.059 100 9.617 100 | 1,32 100 9.600 300 85.923 3,00 | 4,99
Kegiatan
21112 Penyediaan Jasa
o Penunjang Urusan 0 0
.08 :
Pemerintahan
Daerah
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Penyediaan Jasa

Jasa perkantoran (jasa
persuratan) & peralatan
kantor (ATK, barang

2.11.1.2 | Peralatan dan . 418.751. 242.65 148.779. 390.414. 142.372. 775.44
08.2 Perlengkapan cetakan & bahan pustaka); | 72 | 4g59¢" | 48 | “3g5y | 12 248 60 756 | 200 | 262 | 4 740 | 120 | 4406 | 167 | 185
K alat kebersihan & bahan
antor L
pembersih; pembayaran
upah tenaga kontrak
Administrasi
2621'1'2 Keuangan 0 0
’ Perangkat Daerah
2.11.1.2 Z::ﬁeud;?aan”;;:ji Gail dan tunanaan ASN 0 0 1o | 145820 | . | 144468 | | oo 1.474.72 2.919.4
.02.1 nan | ang I Jang - - 3.811 7.024 ' 12 6.660 13.684
2.11.1.2 iﬁ"my.ﬁfl'ﬁig. Honorarium petugas 154.376 101.10 39.350.0 140.442 41.416.0 282.95
022 Pelaksanaan penatausahaan keuangan 72 62628 48 0.650 12 00 60 650 500 | 3,57 12 00 120 9.300 1,67 1,83
dan barang
Tugas ASN
2.11.1.2 | Administrasi Umum 0 0
.06 Perangkat Daerah
Penyelenggaraan
2.11.1.2 | Rapat Koordinasi Rapat-rapat, koordinasi dan 314.365. 198.57 24.635.0 222.905. 28.494.2 449.97
069 | dan Konsultasi konsultasi 2| 1381 | | 2146 | 12 00 60 187 | 900 | 905 | 4 oo | 120 | ‘4533 | 167 | 143
SKPD
Cakupan perencanaan,
pengendalian dan 100 13:5633 100 1703'0502 100 47'380'0 100 153'02097' 100 | 3,29 100 48'4100'3 300 315033 3,00 | 1,60
evaluasi kinerja (%) ! ' ’
Perencanaan,
Penganggaran,
2611'1'2 dan Evaluasi 0 0
’ Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
2.11.1.2 | Dokumen 2021 dan Perubahan 160.611. 86.340. 37.845.0 124.120. 40.410.0 250.87
.01.1 Perencanaan RencanaKerja Perangkat 6 773,17 5 250 2 00 7 250 350 | 3,28 3 00 15 0.500 2,50 | 1,56
Perangkat Daerah Daerah 2020
Laporan pengendalian dan
R evaluasi kinerja bulanan
2.11.1.2 | Evaluasi Kinerja . ’ 24.233.7 16.113. 6.015.00 22.111.6 4.000.00 42.225.
01.7 Perangkat Daerah triwulanan, laporan tahunan, | 57 4949 40 600 21 0 61 00 290 | 3,68 2 0 122 200 2,14 1,74

profil kinerja OPD, LKJIP
dan Penerapan SPIP OPD
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Administrasi

2(5;1'1'2 Keuangan 0 0
’ Perangkat Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan
2.11.1.2 | Laporan Keuangan | Laporan keuangan bulanan 11.783.7 7.073.1 4.000.00 11.065.1 4.000.00 22.138.
027 | Bulanan/Triwulana | dan Semesteran 6 1 ‘7234 | 18| 50 2 0 18 50 900 | 277 1 4y o| 300 | 00 | 1,88
n/Semesteran
SKPD
Cakupan peningkatan
saranal/prasarana Kerja 10 | 2.301.67 | 10 | 1.965.1 100 152.495. 2.081.09 13,6 100 137.067. 4.183.2 000 | 182
dan kualitas sumber daya 0 5.547,75 0 27.486 097 - 8.224 5 543 93.253 ’ ’
manusia OPD (%)
Pengadaan Barang
2.11.1.2 | Milik Daerah 0 0
.07 Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana
dan Prasarana Tersedianya sarpras
211.1.2 . 1.054.70 766.87 24.107.4 766.877. 31,8 11.632.0 1.545.3
07.10 Gedung Kantor perkgntoran : sepeda motor 60 3.572.96 ) 7.000 84 } 000 1 1 00 86.000 0,00 | 1,47
atau Bangunan 2 unit
Lainnya
Tersedianya sarana dan
prasarana perkantoran : ) R 0 > 0
jaringan internet 1 paket
Pemeliharaan
Barang Milik
2.11.1.2 | Daerah Penunjang 0 0
.09 Urusan
Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
2.11.1.2 | dan Prasarana Terpeliharanya sarana 1.173.51 1.142.2 128.387. 1.258.22 125.435. 2.525.9
09.10 | Gedung Kantor prasarana kantor 72| 5047550 | 2 | 50486 | ©? 613 T4 1 T4 | 1199801 o 543 | 148 | 07253 | 206 | 215
atau Bangunan
Lainnya
Pembayaran listrik, air dan
telepon 72 12 12 24 200 12 48 0| 0,67
Terpeliharanya gedung 72 9 1 3 300 7 ol 010
kantor 2 ’
Rehab interior 2 ruang 1 1 2 0
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Mushola

Terpeliharanya lantai
gedung laboratorium

Terpeliharanya dinding
ruang kepala dinas,
sekretaris dan sekretariat

21112
.05

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

DED rehap atap kantor

100

21112
.05.09

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Pegawai berhasil lulus diklat
dengan kategori baik

12

73.456.0
27,29

56.000.
000

56.000.0
00

0,00

112.00
0.000

0,00 | 1,52

2.11.8

Program
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan Dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat

4.137.7
8.226,00

2.736.7
48.409

1.928.42
0.600

4.598.58
9.159

2,38

820.015.

700

8.155.3
53.268

1,97

Cakupan pengelolaan dan
konservasi lingkungan
hidup

4.137.71
8.226,00

70,
07

2.736.7
48.409

60,
03

1.928.42
0.600

4.598.58
9.159

2,38

60

820.015.

700

8.155.3
53.268

0,00 | 1,97

2.11.8.2
.01

Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.11.8.2
.01.1

Peningkatan
Kapasitas dan
Kompetensi
Sumber Daya
Manusia Bidang
Lingkungan Hidup
untuk Lembaga
Kemasyarakatan

Even lingkungan hidup

1.063.61
2.067,76

1.019.7
91.150

240.362.
600

1.258.77
4.500

160

5,24

134.128.

100

18

2.412.6
93.750

2,27
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Keikutsertaan dalam

peringatan hari lingkungan 21 3 3 6 200 3 12 0| 0,57
hidup tingkat provinsi
Sosialisasi masyarakat 80 16
dalam pengelolaan 150 310 207 630 0| 0,79
: ; 0 0 160
lingkungan hidup
Fasilitasi kelompok peduli
LH (Bank Sampah, JPSM, 6 1 3 4 133 3 8 0| 1,33
Saka Kalpataru)
keikutsertaan pameran 12 3 ) 3 1 7 0| 0,58
Sarpras pengelolaan
persampahan : timbangan - 5 4 B 225 4 18 0
Sarpras pengelolaan
persampahan : bangunan _ 1 } 1 8 10 0
penutup
Sarpras pengelolaan
persampahan : mesin _ 1 ) 1 _ 2 0
pencacah
Sarpras pengelolaan 1 0 342.943. 0 342.94
persampahan : motor roda 3 800 3.800
Fasilitasi Sarana Prasarana 0
Persampahan DAK - -
Program
211.2 Perencanaan 3.074.10 1.716.9 844.029. 2.528.38 3.00 200.104. 4.445.4 1.45
o Lingkungan 6.158,24 57.259 000 - 5.959 ’ - 800 48.018 ’
Hidup
Rencana
Perlindungan dan
2.11.2.2 | Pengelolaan 0 0
.01 Lingkungan Hidup -
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
Pengendalian
2.11.2.2 | Pelaksanaan 13 | 709.409. 1.165.9 508.170. 1.664.08 2.830.0
01.02 | RPPLH Sumur resapan 0 | 11344 | 20 | 79845 | 20 | 000 | 40 | 7645 | 200|327 | 359 410 1 67290 | 315 | 399
Kabupaten/Kota
) . 95 14
Pohon perindang jalan 0 0 140 280 200 25 445 0| 0,47
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Tanaman di daerah
tangkapan, sekitar mata air

dan sempadan sungai, ﬁ 188 118 2';2 205 1 14?)'08039' 331 132033 0,53
sekitar mata air dan ’
sempadan sungai
Pembangunan IPAH 50 50 100 } 50 0
Penyusunan dan Dokumen Informasi Kinerja
2.11.2.2 ) 2.364.69 550.97 335.859. 864.298. 1.415.2
01.01 Penetapan RPPLH P_engelolaan Lingkungan 6 7.044.80 1 7 614 1 000 2 314 200 | 2,57 1 4 75.928 0,67 | 0,60
Kabupaten/Kota Hidup Daerah
Dokumen Profil Kelompok
Masyarakat Peduli
Lingkungan Hidup L 1 - 1 2 4 0| 400
Kabupaten Kulon Progo
Dokumen IKLH 6 1 1 2 200 } 3 0| 0,50
Evaluasi pengelolaan
sampah rumah tangga dan 422.047. 422.04
sampah sejenis sampah 3 1 1 2 200 100 3 7.100 1,00
rumah tangga
Dokumen Daya Dukung dan 1 1 100 20 516.113. 516.11
Daya Tampung Lingkungan - - 100 3.100
Program
Pengendalian
Pencemaran
5.519.00 4.304.0 368.121. 4.668.75 12,6 8.972.8
211.3 | Dan/Atau 5.651,78 61.678 150 - 0.728 8 12.406 1,63
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Cakupan peningkatan 10.103.
6.196.54 | 79, | 4.582.8 | 90, | 520.859. 5.099.05 422.047.
penaatan dan 91 | 028450 | 76 | 18.152 | 31 | 350 . 8.452 979 | 0 100 923.70 1 0,00 | 1,63
pengendalian pencemaran 4
Pencegahan
Pencemaran
2.11.3.2 | dan/atau 0 0
.01 Kerusakan -
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
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Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan

Pencegahan
2.11.3.2 | Pencemaran Biodegester Biogas Limbah 27 5.519.00 4.304.0 368.121. 4.668.75 12,6 8.972.8 000 | 163
.01.1 Lingkungan Hidup Ternak 5.651,78 - 61.678 - 150 - 0.728 8 40 12.406 ’ ’
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara,
dan Laut
Biodegester Biogas Limbah
Tahu/Tempe 4 - - - 12 0000
. 56 25
Dokumen lingkungan 4 0 150 379 253 ) 629 0| 1,12
Pelayanan perizinan
lingkungan 12 12 24 200 15 51 0
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pencegahan Pantauan usaha/kegiatan
2.11.3.2 | Pencemaran yang berpotensi sebagai 12 o | 000
.01.1 Lingkungan Hidup pencemar dan merusak 0 - - - 36 ’
Dilaksanakan lingkungan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara,
dan Laut
Pengadaan Alat
Laboratorium 27 3 12 15 125 i 18 0| 0,67
Pantauan kualitas air sungai | 54 18 45 63 140 20 101 0| 1,87
_Pantau_an kualitas emisi 30 10 10 35 0l 1,17
industri - 15
Pant_auan kualitas udara 30 10 30 40 133 20 0| 3,00
ambien 40
rit?lgtauan kualitas tanah (15 54 15 15 30 200 ) 45 0| 083
Pantauan Kualitas Air 12
Limbah industri 0 36 40 76 190 4 116 0| 0,97
Pantauan Kualitas Air 12 4 4 30.833.1 8 30.833. 007
Limbah TPA (2 kali, 2 titik) 0 - 00 100 ’
Pantauan kualitas udara 12 4 4 8 200 12 0| 1,00

passive sampler
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2.11.6

Program
Pembinaan Dan
Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan Dan
I1zin Perlindungan
Dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (PPLH)

677.534.

632,72

197.83
0.074

54.759.1
00

252.070.

974

4,60

50

30.833.1
00

480.73
4.148

0,71

2.11.6.2
.01

Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Izin
Lingkungan dan
Izin PPLH
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

677.534.

632,72

50

197.83
0.074

50

54.759.1
00

100

252.070.

974

200

4,60

16.199.9
00,0

150

466.10
0.948

1,00

0,69

2.11.6.2
.01.3

Pengawasan
Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin
Lingkungan Hidup,
I1zin PPLH yang
Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah usahalkegiatan
yang dilakukan pengawasan

677.534.

632,72

50

197.83
0.074

50

54.759.1
00

100

252.070.

974

200

4,60

150

449.90
1.048

1,00

0,66

2.11.10

Program
Penanganan
Pengaduan
Lingkungan
Hidup

80.926.

400

100

21.610.0
00

100

102.461.

125

100

4,74

100

16.199.9
00

200

199.58
7.425

#DI
VI/o!

#DIV/
0!

2.11.10.
2.01

Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di
Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota

80.926.

400

100

21.610.0
00

100

102.461.

125

100

4,74

200

183.38
7.525
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Pengelolaan

Kasus lingkungan hidup

Pengaduan . :
2.11.10. yang ditangani / Persentase 10 | 80.926. 21.610.0 102.461. 183.38
2.01.1 gfﬁ;’g;iks‘,;m kasus lingkungan hidup o | 400 | 100 ] "o 100 125 | 100 | 474 200 | 7525
Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti
Program
3.097.96 2.654.36 2.654.3
S RSt 0 6000 | - | 3500 | - | 986 63.500
2.11.11. | Pengelolaan 3.097.96 2.654.36 282.884. 2.937.2
2.01 sampah 16 | “6000 | 16 | 3500 | 100|086 4 000 | 28 | 47.500
Zig:g?:: Fasilitasi sarana prasarana
Prasarana persampahan DAK : 1)
2.11.11. Pengelolaan Mototr roda tiga 10 unit; 2) 16 3.097.96 16 2.654.36 100 | 0.86 16 2.654.3 | #DI | #DIV/
2.01.7 Persgam ahan di Mesin pencacah organik 1 6.000 3.500 ’ 63.500 | V/0! 0!
-~ A/TPET oA unit; 3) Arm Roll 2 unit; 3)
Kabupaten/Kota dumtruck 3 unit
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2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 diukur melalui
beberapa parameter yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Data capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dapat
dilihat pada tabel 5 berikut ini :
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Tabel 5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/
: Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Catatan
No Indikator standar | KK} 5091 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | Tahun | Tahun 5054 | Analisis
nasional 2022 2023
(thn n- | (thnn- (thn (thn (thn n- (thn n-1) | (thn n) (thn
2) 1) n) n+1) 2) n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Outcome
(hasil)
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 68,06 6812 | 6253 | 62,84 68,69 6253 | 62,84
Kabupaten
5 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah 43.43% | 99% 99% 99% 4?;,43 99% 99%
Kabupaten Yo
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan o o o o o o o
3 PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah 100% 100% | 100% | 100% 68% 100% 100%
Daerah Kabupaten
4 | Persentase Layanan Publik yang . 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
diselenggarakan secara online dan terintegrasi
5 Informasi tentang sumber daya yang tersedia Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
untuk pelayanan
6 g\kses publik terhadap informasi keuangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
aerah
Output
(hasil)
1 Hasil perhitungan kabupaten terhadap:
a. Indeks Kualitas Air (IKA) 38 38 35 35,5 38 35 35,5
b. Indeks Kualitas Udara (IKU) 95,45 95,65 87 87,3 92,15 87 87,3
c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) 70,05 70,05 | 64,56 | 64,56 74,12 64,56 | 64,56
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Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah kabupaten

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD)
di kabupaten terhadap usaha yang izin
lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang
diterbitkan oleh pemerintah kabupaten

0,77%

Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang
berada di daerah kabupaten

tidak ada
MHA

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat
hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang diberikan diklat

tidak ada
MHA

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan
diklat

Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten,
lokasi usaha dan dampaknya di daerah
kabupaten yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IKU OPD

Rata-rata prosentase pencapaian program pada
masing-masing perangkat daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indeks Kualitas Air (IKA)

38

38

35

35,5

38

35

35,5

Indeks Kualitas Udara (IKU)

95,45

95,65

87

87,3

92,15

87

87,3
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang

diidentifikasi sebagaimana berikut ini :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah yang

belum sempurna / belum terkelola dengan baik

a.

Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah menggunakan
metode 3R (Reuse-Reduce-Recycle) masih rendah

Kurangnya cakupan layanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah
Kabupaten

Keterbatasan TPA Banyuroto

Kurang optimalnya fungsi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank Sampah

Kurang optimalnya fungsi ekonomi sirkuler dari pengelola sampah
berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R maupun Bank
Sampah

Kurang optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap
pengelola sampah berbasis masyarakat baik oleh KSM/TPST 3R

maupun Bank Sampah.

2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat menurunnya fungsi

konservasi lingkungan

a.

Belum optimalnya upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air
lokal

Belum optimalnya upaya konservasi sumberdaya alam terutama
konservasi air melalui upaya konservasi alami maupun melalui
rekayasa teknis

Belum optimalnya inventarisasi yang komprehensif dan
berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati (hewan-tumbuhan-
mikroorganisme) yang ada di Kulon Progo

Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan di bidang konservasi
dengan OPD lain di tingkat Kabupaten-Provinsi-

Kementerian/Lembaga
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e.

Kurangnya kapasitas komunitas-komunitas masyarakat di bidang

konservasi lingkungan.

3. Belum adanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Kabupaten.

4. Perubahan kualitas lingkungan akibat meningkatnya kegiatan usaha

a.

Perubahan kualitas lingkungan baik sosial, biotik, maupun fisik
karena meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang merupakan
multiplayer efek dari adanya Bandara YIA dan program KSN lainnya
Masifnya pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai
pendukung pembangunan

Mendesaknya kebutuhan penyediaan fasilitas umum sanitasi
lingkungan perkotaan dan area disekitar bandara YIA (ex: saluran
drainase, saluran air limbah, dan sistem pengelolaan sampah)
Kemudahan dalam berusaha yang difasilitasi melalui sistem OSS-
RBA diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, penanganan
aduan, dan penaatan persetujuan lingkungan di berbagai sektor

Belum optimalnya fungsi laboratorium lingkungan.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

perangkat daerah harus dihadapi dan dijadikan sebagai tantangan dan peluang.

Permasalahan dan hambatan yang tidak dikelola dan dicari solusinya dapat

menghambat capaian program nasional/ internasional seperti NSPK dan SDGs

(suistanable Development Goals).

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon

Progo dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

Tantangan :

a. Penurunan kuantitas dan kualitas air

b. Penurunan kualitas udara dan tanah

c. Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian

d. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan air limbah
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e. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup (pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, mata

air dan sungai)

f. Meningkatnya pencemaran di badan air/sungai akibat limbah domestik,

kegiatan industri, kegiatan pariwisata dan lain-lain.

. Menurunnya Kapasitas TPA Banyuroto

Belum adanya kader lingkungan di tingkat kapanewon sebagai
perpanjangan tangan Dinas Lingkungan Hidup & pegiat lingkungan.
Belum semua kalurahan memberikan konstribusi dalam hal
pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui peraturan
kalurahan dan APBKal

Peluang :

a.
b.

Peraturan Menteri Desa Tertinggal tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Kalurahan yang memberikan peluang kepada pemerintah
kalurahan berperan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup
Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pendidikan
dan Olahraga, Balai Pendidikan Menengah, dan Kantor Kementerian

Agama

. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal penelitian dan

pengkajian, KKN tematik, pengabdian masyarakat dan penerapan
teknologi tepat guna.

Pengembangan Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan analisis internal berupa identifikasi permasalahan

pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan

tantangan dan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup di masa 4 (empat) tahun

mendatang maka dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu “Akselerasi

Pembangunan di Kulon Progo Berdampak pada Menurunnya Kualitas

Lingkungan Hidup”.
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Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2.4. Review Terhadap RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang
dalam Renja DLH harus selaras dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023.

Hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 perlu
dibandingkan dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui
kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran. Setelah
membandingkan antara RKPD dengan analisis kebutuhan terdapat perbedaan
antara RKPD dengan analisis kebutuhan. Perbedaan tersebut antara lain
adanya rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD dan

keluaran dan anggaran yang besarannya berbeda.

Review terhadap RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 tertuang

dalam tabel 6 berikut ini :
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Nama Perangkata Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

RKPD 2023

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target
capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target
capaian

Kebutuha
n Dana
(Rp.000)

Catatan
Penting

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

300.000

PROGRAM
PENYELENGGARAA
N KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA
URUSAN TATA
RUANG

300.000

Perencanaan Tata
Ruang Satuan
Ruang Strategis
Kasultanan dan
Kadipaten

300.000

Perencanaan
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang

Kabupaten
Kulon
Progo

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Program/Kegiatan
Urusan Tata Ruang

1 Dokumen

300.000

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAY

DASAR

ANAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

6.351.739

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

4.376.938

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A

2.977.689

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.603.992
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Perencanaan, Perencanaan,
Penganggaran, dan Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja 48.851 | Evaluasi Kinerja 45.626
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Kabupaten Jumlah dokumen Penyusunan Kabupaten | Jumlah dokumen
Dokumen Dokumen

Kulon perencanaan perangkat 2 dokumen Kulon perencanaan perangkat 2 dokumen
Perencanaan Progo daerah 44.451 | Perencanaan Progo daerah 33.984
Perangkat Daerah 9 Perangkat Daerah 9
Evaluasi Kinerja ﬁﬁlt;l;paten Jumlah laporan evaluasi 21 laporan Evaluasi Kinerja ﬁﬁlt:)l;paten Jumlah laporan evaluasi 21 laporan
Perangkat Daerah Progo kinerja perangkat daerah P 4.400.000 | Perangkat Daerah Progo kinerja perangkat daerah P 11.642
Administrasi Administrasi
Keuangan Keuangan
Perangkat Daerah 1.709.431 Perangkat Daerah 1.613.603
Penyediaan Gaji dan ﬁiltz;:]paten #’e?g:rﬁarangi)éaanng 24 orang/ Penyediaan Gaji dan ﬁilt:;paten *eﬂfgrﬁgansiﬁaanr? 24 orang/
Tunjangan ASN ; 9a) bulan 1.622.199 | Tunjangan ASN ; 9a) bulan 1.569.003

Progo tunjangan ASN Progo tunjangan ASN
ignm)ﬁgte:zgi Kabupaten Jumlah dokumen hasil ignm)ﬁgte:zgi Kabupaten | Jumlah dokumen hasil

Kulon penyediaan administrasi 14 dokumen Kulon penyediaan administrasi 12 dokumen
Pelaksanaan Tugas p S 82.832 | Pelaksanaan Tugas S 40.200
ASN rogo pelaksanaan tugas ASN ASN Progo pelaksanaan tugas ASN

Jumlah Laporan Jumlah Laporan

Koordinasi dan Ke;uangan Bulanan/ Koordinasi dan Ke?uangan Bulanan/
Penyusunan Triwulanan/ Semesteran Triwulanan/ Semesteran

Kabupaten Penyusunan Laporan Kabupaten
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan SKPD dan Laporan

Kulon L 19 Laporan Keuangan Bulanan/ Kulon L 19 Laporan
Bulanan/ Koordinasi Penyusunan 4.400 . Koordinasi Penyusunan 4.400

; Progo Triwulanan/ Progo
Triwulanan/ Laporan Keuangan Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Sem Bulanan/Triwulanan/Se
esteran SKPD mesteran SKPD

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah 19.600
Pendidikan dan Kabupaten Jumlah pegawai
Pelatihan pegawai P berdasarkan tugas dan

Kulon ) o 2 orang
Berdasarkan Tugas Proao fungsi yang mengikuti 19.600
dan Fungsi 9 pendidikan dan pelatihan
Administrasi . .

Administrasi Umum

g:::;nhPerangkat 191.263 | Perangkat Daerah 64.793
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i::]ay;?alia;an Kabupaten Jumlah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan | Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan
Perlengkapan Kulon dan Perlengkapan Kantor | 1 paket 156.610 dan Perlengkapan Kulon dan Perlengkapan 4 Paket 19.377
Kantorg P Progo yang Disediakan ’ Kantor Progo Kantor yang Disediakan ’
Penyelenggaraan Jumlah laporan Jumlah laporan
Rapat Koordinasi ﬁﬁlt;l;paten penyelenggaraan rapat 1 laporan ;anflsgg?;:;? dan ﬁﬁlt:)l;paten penyelenggaraan rapat 12 laporan
dan Konsultasi Prodo koordinasi dan konsultasi P 34.653 Kor?sultasi SKPD Prodo koordinasi dan P 45.416
SKPD 9 SKPD 9 konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Pengadaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan 425.723 | Penunjang Urusan 48.961
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana Jumlah unit sarana dan Pengadaan Sarana Jumlah unit sarana dan
dan Prasarana Kabupaten prasarana gedung kantor dan Prasarana Kabupaten prasarana gedung
Kulon - 28 unit Kulon 7 unit
Gedung Kantor atau Prodo atau bangunan lainnya 425.723 | Gedung Kantor atau Prodo kantor atau bangunan 48.961
Bangunan Lainnya 9 yang disediakan Bangunan Lainnya 9 lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan 171.095
Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kabupaten | Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Kulon Komunikasi, Sumber 12 Laporan 45385
Daya Air dan Listrik Progo Daya Air dan Listrik yang ’
Disediakan
Penyediaan Jasa Kabupaten éimizilﬁoﬁga
izlnat)c/)?nan Umum gll,‘cl)og Pelayanan Umum 1 Laporan 125.709
9 Kantor yang Disediakan
Pemellhal:a_an Pemeliharaan
Barang Milik o
Daerah Penunjang Barang Milik Daerah
Urusan 582.820 | penuniang Urusan 659.913
Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya nglah Kendqraan
. ; Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak Kabupaten Lapanaan van
dan Perizinan Kulon Digelihgara )éang 12 Unit 79.143
Kendargan Dinas Progo dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizi
La erizinannya
pangan
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Pemeliharaan/Rehabil Kabupaten Jumlah Gedung Kantor
itasi Gedung Kantor P dan Bangunan Lainnya .
Kulon 2 Unit
dan Bangunan Prodo yang 555.581
Lainnya 9 Dipelihara/Direhabilitasi
P_e_me_hharaan/Reha Jumlah sarana dan Pemeliharaan/Rehabil Jumlah sarana dan
bilitasi Sarana dan e
prasarana gedung kantor itasi Sarana dan prasarana gedung
Prasarana atau bangunan lainnya 101 unit Prasarana Gedung kantor atau bangunan 50 unit
Pendukung Gedung 582.820 K lai 25.188
Kantor atau yang . I antor atau ainnya yang S
. dipelihara/direhabilitasi Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Bangunan Lainnya
PROGRAM PROGRAM
PERENCANAAN PERENCANAAN Presentase peningkatan 42 86 %
LINGKUNGAN 257.300 | LINGKUNGAN kajian lingkungan hidup ’ ° 142.922
HIDUP HIDUP
Rencana Rencana .
Perlindungan dan Perlindungan dan Jumlah muatan hasil
penyusunan dan
Pengelolaan 4 dokumen Pengelolaan penetapan RPPLH 3 Dokumen
Lingkungan Hidup 257.300 | Lingkungan Hidup Kabupaten/kota van 142.922
(RPPLH) (RPPLH) disusﬁn yang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah muatan hasil Jumlah muatan hasil
Penyusunan dan Kabupaten penyusunan dan Penyusunan dan Kabupaten | penyusunan dan
Penetapan RPPLH Kulon penetapan RPPLH 4 dokumen 257300 Penetapan RPPLH Kulon penetapan RPPLH 3 dokumen 142922
Kabupaten/Kota Progo Kabupaten/kota yang ’ Kabupaten/Kota Progo Kabupaten/kota yang ’
disusun disusun
Persentase
penghapusan _ 60,00 %
penggunaan merkuri
PROGRAM PROGRAM pada kegiatan PESK
PENGENDALIAN PENGENDALIAN Persentase peningkatan 56.02 %
PENCEMARAN PENCEMARAN Baku Mutu Lingkungan ’ °
DAN/ATAU DAN/ATAU
KERUSAKAN 1.765.371 KERUSAKAN Persentase peningkatan 691.186
LINGKUNGAN LINGKUNGAN pelayanan laboratorium 38,30 %
HIDUP HIDUP lingkungan
Persentase peningkatan
pelayanan perijinan 100,00 %
lingkungan hidup
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Pencegahan

Jumlah pengambilan

Pencegahan p I,
Pencemaran P contoh uji, pengujian
encemaran >
dan/atau dan/atau Kerusakan parameter kualitas 7 Dokumen
Kerusakan 1.345.371 N ; lingkungan dan 691.186
. ., Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dokumen mutu yang
Kabupaten/Kota p dilaksanakan
Koordinasi, Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
l';:'r?;‘:aa”,f:: Jumlah dokumen uji l';:'rf‘::aa”ﬁ:: Jumlah dokumen uji
9 Kabupaten kualitas lingkungan hidup 9 Kabupaten | kualitas lingkungan
Pencemaran Kulon dilaksanakan terhada 46 dokumen Pencemaran Kulon hidup dilaksanakan 7 dokumen
Lingkungan Hidup , ; P 1.015.371 | Lingkungan Hidup P ! 341.706
) Progo media tanah, air, udara ) Progo terhadap media tanah,
Dilaksanakan dan laut Dilaksanakan air. udara dan laut
Terhadap Media Terhadap Media ’
Tanah, Air, Udara, Tanah, Air, Udara,
dan Laut dan Laut
Koordinasi,
Sinkronisasi dan Jumlah dokumen hasil
Pelaksanaan koordinasi dan
: - Kabupaten . o -

Pengendalian Emisi Kulon sinkronisasi inventarisasi 7 dokumen
Gas Rumah Kaca, Prodo gas Rumah Kaca dari 230.000
Mitigasi dan 9 sektor lingkungan hidup
Adaptasi Perubahan yang dilaksanakan
Iklim

Jumlah pengambilan Jumlah pengambilan
Pengelolaan p I Pengelolaan contoh uji, pengujian

. Kabupaten contoh uji, pengujian . Kabupaten >

Laboratorium Kulon arameter kualitas 18 dokumen Laboratorium Kulon parameter kualitas 2 dokumen
Lingkungan Hidup Progo Iri)n kungan dan dokumen 100.000 | Lingkungan Hidup Progo lingkungan dan 349.479
Kabupaten/Kota 9 gkungan ¢ Kabupaten/Kota 9 dokumen mutu yang

mutu yang dilaksanakan .

dilaksanakan

Penanggulangan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan
Pemberian Informasi sosialisasi informasi
Peringatan peringatan pencemaran
Pencemaran ﬁilt;l;paten dan/atau kerusakan 6 laporan
dan/atau Kerusakan Progo lingkungan hidup pada P 370.000

Lingkungan Hidup
pada Masyarakat

masyarakat di
Kabupaten/ kota yang
dilaksanakan
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Pemulihan
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan

Jumlah dokumen hasil
koordinasi dan
sinkronisasi penghentian
sumber pencemaran

Sinkronisasi Kabupaten .
Penghentian Kulon kewenangan p_emermtah 1 dokumen
dan/atau Propinsi 50.000
Sumber Progo dan/atau sektor lain
Pencemaran hingga terhentinya
sumber pencemaran
yang dilaksanakan
PROGRAM
PENGELOLAAN EESGGERI?OMLAAN Persentase paningkatan
KEANEKARAGAM 285.000 | KEANEKARAGAMA kgnserva& lingkungan 1,40 % 404.448
AN HAYATI N HAYATI (KEHATI) hidup
(KEHATI)
Pengelolaan Pengelolaan Jumlah sarana dan
Keanekaragaman Keanekaragaman prasarana 1475 Unit
Hayati 285.000 | Hayati keanekaragaman hayati 404.448
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang dikelola
Pengelolaan Sarana Kabupaten Jumlah sarana dan Pengelolaan Sarana Kabupaten Jumlah sarana dan
dan Prasarana Kulonp prasarana 700 unit dan Prasarana Kulonp prasarana 1475 unit
Keanekaragaman keanekaragaman hayati 285.000 | Keanekaragaman keanekaragaman hayati 404.448
; Progo . : Progo )
Hayati yang dikelola Hayati yang dikelola
PROGRAM PROGRAM
PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN TERHADAP IZIN Persentase peningkatan
LINGKUNGAN DAN LINGKUNGAN DAN usaha/kegiatan yang
I1ZIN 1ZIN menindaklanjuti arahan 48,93 %
PERLINDUNGAN 545.399 | PERLINDUNGAN dan atau teguran hasil 42.451
DAN DAN pengawasan
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN LINGKUNGAN

HIDUP (PPLH)

HIDUP (PPLH)
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Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan Jumlah laporan dari
Terhadap Usaha Terhadap Usaha usahalke piatan an
dan/atau Kegiatan dan/atau Kegiatan diawasi igzin Iinykur? an
yang Izin yang lzin persetuj;Jan Iinglg(unggn 1 60 Dokumen
Lingkungan dan 545.399 | Lingkungan dan lzin surat kelayakan operasi 42.457
Iz_|n P'?LH PPLH Dlterl?ltkan oleh pemerintah daerah
Diterbitkan oleh oleh Pemerintah kabupaten/kota
Pemerintah Daerah Daerah P
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Z::gatl;v:sl(in igtsaanha Jumlah laporan dari Pengawasan Usaha Jumlah laporan dari
ang 1zin 9 usaha/kegiatan yang dan/atau Kegiatan usahalkegiatan yang
yang . diawasi , izin lingkungan, yang lzin Lingkungan diawasi , izin lingkungan,
Lingkungan Hidup, . . . ] . .
Iz persetujuan lingkungan, 62 laporan Hidup, Izin PPLH persetujuan lingkungan, 60 laporan
zin PPLH yang ; 545.399 o ; 42.457
L surat kelayakan operasi yang Diterbitkan oleh surat kelayakan operasi
Diterbitkan oleh - . -
. oleh pemerintah daerah Pemerintah Daerah oleh pemerintah daerah
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PENDIDIKAN, Persentase peningkatan
PELATIHAN DAN PELATIHAN DAN pemberdayaan 9375 % 184342
PENYULUHAN 170.000 | PENYULUHAN kelompok peduli ’ °
LINGKUNGAN LINGKUNGAN lingkungan hidup
HIDUP UNTUK HIDUP UNTUK
MASYARAKAT MASYARAKAT
Jumlah lembaga/
kelompok masyarakat/
Peny(_elt_enggaraan Penyt_elt_enggaraan institusi yang terdaftar
Pend.ldlkan, Pend.ldlkan, yang meningkat 10 Lembaga
Pelatihan, dan Pelatihan, dan kapasitas dan
Penyuluhan Penyuluhan kompetensinya terkait
Lingkungan Hidup 170.000 Lingkungan Hidup PPLH 184.342
untuk Lembaga ’ untuk Lembaga ’
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Jumlah
Tingkat Daerah Tingkat Daerah masyarakat/kelompok
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota masyarakat/ pelaku 375 Orang
usahal kegiatan yang
terlibat
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Peningkatan .
? Peningkatan Jumlah lembaga/
Kapasitas d_an Jumiah lembaga/ Kapasitas dan kelompok masyarakat/
Kompetensi Sumber kelompok masyarakat/ . LS
; Kabupaten S Kompetensi Sumber Kabupaten | institusi yang terdaftar
Dgya Mapusm Kulon institusi yang terdaftar. 10 lembaga Daya Manusia Bidang | Kulon yang meningkat 10 lembaga
Bl_dang Lingkungan Progo yang memngkat_ kapasitas 100.000 Lingkungan Hidup Progo kapasitas dan 115.728
Hidup untuk dan kompetensinya . .
: untuk Lembaga kompetensinya terkait
Lembaga terkait PPLH Kemasyarakatan PPLH
Kemasyarakatan y
Jumlah Jumlah
Penyelenggaraan Kabupaten masyarakat/kelompok Penyelenggaraan Kabupaten | masyarakat/kelompok
Penyuluhan dan Penyuluhan dan
Kulon masyarakat/ pelaku 375 orang Kulon masyarakat/ pelaku 375 orang
Kampanye P ha/ keqiat 70.000 | Kampanye P ha/ keqiat 68.614
Lingkungan Hidup rego usanal kegiatan yang Lingkungan Hidup rego usanaikegiatan yang
terlibat terlibat
PROGRAM PROGRAM
PENANGANAN PENANGANAN Persentase penanganan
PENGADUAN 40.979 PENGADUAN pengaduan lingkungan 100 % 19.846
LINGKUNGAN ’ LINGKUNGAN hidup ’
HIDUP HIDUP
Penyelesaian Penyelesaian
Pengaduan Pengaduan
Masyarakat di Masyarakat di Jumlah pengaduan
Bidang Bidang masyarakat terhadap
Perlindungan dan Perlindungan dan PPLH kabupaten/ kota 15 Dokumen
40.979 P - 19.846
Pengelolaan Pengelolaan yang ditindaklanjuti/
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup ditangani
(PPLH) (PPLH)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah pengaduan Pengelolaan Jumlah pengaduan
Pengaduan Kabupaten masyarakat terhadap Pengaduan Kabupaten | masyarakat terhadap
Masyarakat Kulon PPLH kabupaten/ kota 15 dokumen 40.979 Masyarakat Terhadap | Kulon PPLH kabupaten/ kota 15 dokumen 19846
Terhadap PPLH Progo yang ditindaklanjuti/ ' PPLH Progo yang ditindaklanjuti/ ’
Kabupaten/Kota ditangani Kabupaten/Kota ditangani
PROGRAM PROGRAM Pesentase peningkatan
PENGELOLAAN PENGELOLAAN pengelolaan 27,00 %
PERSAMPAHAN 310.000 | pERSAMPAHAN persampahan 287.742
Jumlah laporan hasil
pengurangan sampah
Pengelolaan Pengelolaan dengan melakukan 2 Laporan
Sampah 310.000 | Sampah pembatasan, pendauran P 287.742
ulang dan pemanfaatan
kembali
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Jumlah sarana dan
prasarana penanganan
sampah untuk kegiatan
pemilahan, 15 Unit
pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan, dan
pemrosesan akhir
g:;gu;ﬁr;%? an Jumlah laporan hasil Pengurangan Jumlah laporan hasil
Melaiukan 9 Kabupaten pengurangan sampah Sampah dengan Kabupaten | Pengurangan sampah
Pembatasan Kulonp dengan melakukan 1 laporan Melakukan Kulonp dengan melakukan 2 laporan
' pembatasan, pendauran P 50.000 | Pembatasan, pembatasan, pendauran P 141.395
Pendauran Ulang Progo f Progo f
dan Pemanfaatan ulang d.an pemanfaatan Pendauran Ulang dan. ulang dgn pemanfaatan
Kembali kembali Pemanfaatan Kembali kembali
Jumlah masyarakat,
. kelompok masyarakat
s:g;nfﬂzast;gr:g?n Kabupaten atau para pihak lainnya
dalam Penaelolaan Kulon yang terlibat aktif dalam 96 kelompok 60.000
Persam ar?an Progo kegiatan pengelolaan '
P sampah berbasis
masyarakat
Jumlah sarana dan Jumlah sarana dan
Penyediaan Sarana Penyediaan Sarana prasarana penanganan
dan Prasarana prasarana penanganan dan Prasarana sampah untuk kegiatan
Kabupaten sampah untuk kegiatan Kabupaten -
Pengelolaan - . Pengelolaan pemilahan, .
. Kulon pemilahan, pengumpulan, | 20 unit . Kulon 15 unit
Persampahan di Progo enaanakutan 200.000 | Persampahan di Progo pengumpulan, 146.346
TPA/TPST/SPA 9 Eengolaghan tan TPA/TPST/SPA 9 pengangkutan,
Kabupaten/Kota pemrosesan akhir Kabupaten/Kota pengolahan, dan_
pemrosesan akhir
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,000,000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,000,000
PROGRAM
PROGRAM
PENYELENGGARA PENYELENGGARAA
1,000,000,0 | N KEISTIMEWAAN
555;}“&'%:?2" 00 | YOGYAKARTA 1.000.000
URUSAN URUSAN
KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi Adat, Seni, Tradisi
dan Lembaga 1’000’0000’8 dan Lembaga 1.000.000
Budaya Budaya U
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Pengembangan dan

Jumlah Laporan

Kabupaten Pengembangan dan Kabupaten Jumlah Laporan
Implementasi Nilai- Kulonp Pengembangan dan 2 Laporan 1,000,000,0 | Implementasi Nilai- Kulonp Pengembangan dan 2 Laporan
Nilai Luhur dalam Progo Implementasi Nilai-Nilai P 00 | Nilai Luhur dalam Progo Implementasi Nilai-Nilai P 1.000.000
Masyarakat 9 Luhur dalam Masyarakat Masyarakat 9 Luhur dalam Masyarakat
Total 6.351.739 Total 5.676.938
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja DLH didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Awal Renja
dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kapanewon dan
pokok pikiran DPRD. Usulan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke Dinas
Lingkungan Hidup berupa proposal bantuan yang disampaikan langsung ke Dinas,
usulan kalurahan/ masyarakat melalui musrenbang kapanewon dan usulan reses/
pokok pikiran DPRD.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat / pemangku
kepentingan ini sesuai dengan isu strategis yaitu 'Akselerasi pembangunan di
Kulon Progo berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup’. Usulan-
usulan tersebut ada yang diakomodir, belum prioritas dan ada yang tidak
diakomodir/ ditolak karena tidak sesuai kewenangan. Usulan yang diakomodir
berupa motor roda 3 pengangkut sampah, timbangan, sosialisasi dalam
pengelolaan lingkungan hidup, Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH) dan bibit

pohon untuk sekitar mata air.

Tabel 7.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Besaran
No Program/ kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
1 2 3 4 5 6

PROGRAM

PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN

HAYATI (KEHATI)

Kegiatan Pengelolaan

Keanekaragaman

Hayati

Kabupaten/Kota

Subkegiatan

Pengelolaan Sarana

dan Prasarana

Keanekaragaman

Hayati
Kalisoka, margosari, Pengadaan Penampungan Air 1 paket Belum
Pengasih, Kab. Kulon Progo | Hujan (PAH) P Prioritas
Kalipetir lor, Margosari, Pengadaan Penampungan Air 1 paket Belum
Pengasih, Kab. Kulon Progo | Hujan (PAH) P Prioritas
Margosari, Pengasih, Kab. Sumur Resapan 50 titik Bglum
Kulon Progo Prioritas
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Karangtengah kidul, Kab. Pembangunan Sumur 1 paket Belum
Kulon Progo Resapan P Prioritas
Kemaras. Sidomulvo Permohonan IPAH Masijid
Pen asih, Kab Ku)I/or; Prodo Fadlul Karim Kemaras Rt 1 Paket | Diakomodir
gasin, fab. 9° | 25/Rw 12
Duren sawit kalibawan Penanaman pohon di daerah
Kab. Kulon Proao 9 tangkapan sekitar mata air dan | 1 paket | Diakomodir
) 9 sempadan sungai
Diran, Karang, Jurug, Kab. IPAH KWT 3 unit Bglum
Kulon Progo Prioritas
Klipuh RT 02 (Komplek Belum
Persawahan), Kab. Kulon IPAH 5 unit o
Prioritas
Progo
Dusun Sangkrek, hargorejo, | Membuat PAH atau 10 unit Belum
Kokap, Kab. Kulon Progo penampungan air Prioritas
Penanaman tanaman untuk
pelestarian Sumber Mata Air di
Kebonharjo, Samigaluh, 21 titik tersebar di Kalurahan 21 titik Belum
Kab. Kulon Progo Kebonharjo, meliputi tanaman Prioritas
ringan, Preh, Lengsar,Gayam,
dan Miri
Secang, Sendangsari, Belum
Pengasih, Kab. Kulon Progo IPAH 1 Paket Prioritas
Pembuatan sumur bor dan
Gunung Kukusan,, Kab. Penampung air Toren (PAH) di | 1 paket Be.'”f"
Kulon Progo Prioritas
gunung kukusan
Dusun Gunturan dan
permohonan sumur bor dan
Banaran Kalurahan 10
. bak resapan SPAM Gunturan
Pendoworejo, Kab. Kulon paket
dan Banaran
Progo
RT 97, Kaligondang, . . . Bukan
Jurang,, Kalibawang, Kab. P.rogram air bersih dari mata 1 paket | kewenanga
air (PAMSIMAS)
Kulon Progo n DLH
Brajan,Banjararum,,Kalibaw | Program Air Bersih 1 paket Egvtzrr:an a
ang, Kab. Kulon Progo (PAMSIMAS) Dusun Brajan P LN 9
Kopat, Karangsari, Permohonan Pengadaan 1 paket E:\bg:an a
Pengasih, Kab. Kulon Progo | PAMSIMAS Kopat P LN 9
PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Kegiatan Pengelolaan
sampah
Subkegiatan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Pedukuhan I, Nomporejo, | ;i Roda 3 {unit | Diakomodir

galur, Kab. Kulon Progo
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Bank sampah Kusuma
Tanaya Pedukuhan 1V,

Bugel, Panjatan, Kab. Kulon Motor Roda 3 1 unit Diakomodir
Progo
Kembang, Margosari, ) . . .
Pengasih, Kab. Kulon Progo Timbangan 1 unit Diakomodir
Pendoworejo, Girimulyo, Pelatihan Pengelolaan . .
Kab. Kulon Progo Sampah 1paket | Diakomodir
Sidoharjo, Samigaluh, Kab. Pelatihan Pengelolaan 1 paket | Diakomodir
Kulon Progo Sampah
Pedukuhan Bugel, Panjatan, | Pelatihan Pengelolaan . .
Kab. Kulon Progo Sampah 1paket | Diakomodir
Kalipetir Lor, Margosari, Pelatihan Pengelolaan . .
Pengasih, Kab. Kulon Progo | Sampah 1paket | Diakomodir
Kalipetir Kidul, Margosari, Pelatihan Pengelolaan . .
Pengasih, Kab. Kulon Progo | Sampah 1paket | Diakomodir
Bank. Sampah Sidoharjo, Permohonan Gedung untuk . Belum
Samigaluh, Kab. Kulon ha Bank h "Bank 1 unit .
Progo usaha Ban Sampg ank prioritas
Sampah Sedulur Sinorowedi"
Timpang, pengasih, Kab. Peralatan komposer 1 paket Belum
Kulon Progo P P prioritas
Margosari, Kab. Kulon Bantuan bak sampah 3 R 50 unit Bglurn
Progo prioritas
Permohonan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu
B L Senungr | (TPST) can pengelosan | 1paket | BT
’ ) sampah Bank Sampah ARTO
KENCONO
Taniunahario. Nanaaulan Bantuan kendaraan bermotor Belum
junghario, 99 ’ roda tiga bank sampah An. 1 unit s
Kab. Kulon Progo prioritas
Darsono
. . Bukan
Desa Kembang, Nanggulan, | Pelatihan Lingkungan Sehat 1 K
; ewenanga
Kab. Kulon Progo Berbasis Masyarakat kelo,pok n DLH
Permohonan bantuan sarana
Karangasem, Sidomulyo, dan prasarana pengelolaan 1 paket Belum
Pengasih, Kab. Kulon Progo | sampah (Gedung) Bank P prioritas
Permika Muda
Pengadaan kendaraan roda 3 Belum
Tobanan,, Kab. Kulon Progo | (pengangkut sampah) TPS 1 unit s
. prioritas
Sampoerna Asih
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan

Pencemaran dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
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Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap
Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut

Kawasan Kuliner
Pendoworejo, JI. Jogja-

Kawasan Kuliner Pendoworejo

Kaligesing Pendoworejo, yang berkembang pesat perlu 1 paket Bﬁcl)urirgs
Kab. Kulon Progo, Kab. pengelolaan limbah/sampah P
Kulon Progo
Bantuan ipal komunal 300 Bukan
Kemiri, Kab. Kulon Progo . Kewenanga
pemukiman meter
n DLH
Tuksono, Sentolo, Kab. Bantuan alat pengolahan 3 unit Belum
Kulon Progo limbah tahu di Tuksono (3 unit) prioritas
Bantuan ipal komunal Bukan
Kemiri, Kab. Kulon Progo . 1 unit Kewenanga
pemukiman n DLH
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan
Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan
Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan
dilakukan oleh DLH diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan
diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Renja yang disusun oleh perangkat daerah berpedoman pada RPD dan
kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam
RPJMN  2020-2024 dengan tema  pembangunan: ”’Indonesia
Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan
Berkesinambungan” adalah meliputi :

b. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas;

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

o o

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

®

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar;

g. Membangun lingkungan hidup, meningkatkna ketahanan bencana
dan perubahan iklim;

h. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik.

Untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2023 adalah: “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas SDM
Yang Berkarakter dan Berbudaya”.

Tema Pembangunan Tahun 2023 tersebut berpedoman pada Visi
Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah
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“Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera
Lahir dan Batin“ yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Kulon Progo
2005-2025 yakni: 1). Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila; 2).
Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing; 3). Mewujudkan
masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum; 4).
Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu; 5). Mewujudkan
pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6). Mewujudkan Kulon Progo
asri dan lestari; 7). Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang
maju dan mandiri; dan 8). Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam

lingkup regional maupun nasional.
Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo adalah sebuah
kondisi di mana masyarakat Kulon Progo menikmati kenaikan
pendapatan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan

penurunan kemiskinan serta kenaikan pendapatan daerah.

2. SDM vyang berkarakter dan berbudaya, yaitu masyarakat dan
aparatur Pemerintah Kulon Progo yang berakhlak mulia, berjiwa
kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berorientasi pada ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi adat istiadat
yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, dan tindakan
sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program
dan kegiatan sesuai dengan tema pembangunan nasional yaitu ’'’Membangun

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim’.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kulon Progo seperti pada tabel 7 berikut :
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Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran VETgE A0S
(Indeks)
Meningkatnya layanan | Rata-rata prosentase
pencapaian tugas dan pencapaian program 100
fungsi perangkat pada masing-masing
daerah perangkat daerah
1. | Meningkatnya
pengelolaan kualitas Meninakatnva _ _
lingkungan hidup konse?vasi,y Indeks Kualitas Air 35
perlindungan dan
pengendalian sumber
daya alam secara )
berkelanjutan Indeks Kualitas Udara 87

3.

3.

Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 akan

melaksanakan 10 program, 15 kegiatan dan 25 subkegiatan. Rincian nama

program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

PROGRAM
KABUPATEN/KOTA

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

a.

Daerah

b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

b.

C.

Subkegiatan Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a.

b.
SKPD

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
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Pemerintah Daerah

a. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Il. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

lll. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

b. Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium  Lingkungan  Hidup
Kabupaten/Kota

Iv. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman
Hayati

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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a. Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin
Lingkungan Hidup, lzin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota

. VI. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1.  Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

VI. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH
Kabupaten/ Kota

VIIL. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah
a. Subkegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

b. Subkegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan

c. Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

IX. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
TATA RUANG
1. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam
Masyarakat

a. Subkegiatan Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata
Ruang

X. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

a. Subkegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur
dalam Masyarakat.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2023
berdasarkan pertimbangan pentingnya program dan kegiatan tersebut untuk

pencapaian visi dan misi kepala daerah khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 akan
melaksanakan 10 program, 15 kegiatan dan 25 subkegiatan. Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Sekretariat
DLH sehingga kegiatannya hanya dilaksanakan di lingkungan kantor saja.
Sedangkan program-program lainnya lokasi kegiatannya tersebar di wilayah

Kabupaten Kulon Progo.

Total kebutuhan dana / pagu indikatif tahun 2023 sebesar
Rp.5.676.938.894,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus
tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo dan Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rincian nama Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta
anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 dapat
dilihat pada tabel 9 berikut ini.
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Tabel 9. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Ca Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang .
Loka
Urusan/ si Target Capaian Kinerja taa';c Targ:(-).t Ca.palan Kegutur;an
Kode Program/ : : inerja ana
Kegiatan/ Sub Capaian Keluaran Sub Hasil Outp : Pagu Sumber | Pe
eﬂ'ea iaar:anu Program Kegiatan Kegiatan ut Prog Keluara KHaS_'l Indikatif (Rp.) | Dana | nti Tolok Pagu
9 Kegi | ram n Sub egla ng Ukur Target Indikatif (Rp.)
atan Kegiatan tan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 300,000,000 0
1 3113 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 300,000,000 0
1 3|13 | 5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 300,000,000 0
Jumlah
Perencanaan Dokumen Dana
1 3|13 | 501 5 Program/Kegiat Perencanaan_ 1 Dokum 300,000,000 Keistime 0
an Urusan Tata Program/Kegiat en waan
Ruang an Urusan Tata DIY
Ruang
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4,376,938,894 4,263,500,260
211 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,603,992,894 2,212,116,860
211 1| 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45,626,000 48,851,000
Penyusunan Jumlah PENDA
Dokumen dokumen 2 dokum PATAN
2|11 11| 2.01 1 | Perencanaan perencanaan en 33,984,000 | ASLI 44,451,000
Perangkat perangkat DAERA
Daerah daerah H (PAD)
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Jumlah laporan

PENDA

Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja 21 lapora PATAN
11 2.01 Perangkat eranakat ] ° P 11,642,000 | ASLI 4,400,000
Daerah gaerag DAERA
H (PAD)
11 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,613,603,268 1,716,596,926
Jumlah orang PENDA
Penyediaan Gaji . PATAN
11 2.02 dan Tunjangan yang menerima 24 orang/ 1,569,003,268 | ASLI 1,666,199,326
ASN gaj dan o bulan DAERA
tunjangan ASN H (PAD)
Jumlah
Penyediaan dokumen hasil PENDA
1 2.02 Administrasi penyediaan 12 doku 40.200.000 /lzéLAN 45.557 600
’ Pelaksanaan administrasi men e DAERA A
Tugas ASN pelaksanaan H (PAD)
tugas ASN
Jumlah
Laporan
Keuangan
Koordinasi dan Bqlanan/
Penyusunan Triwulanan/
Laporan Semesteran PENDA
KeFL)Jangan SKPD dan 19 Lapor PATAN
11 2.02 Laporan 4,400,000 | ASLI 4,840,000
Bulanan/ o an
. Koordinasi DAERA
Triwulanan/
s Penyusunan H (PAD)
emesteran Laporan
SKPD P
Keuangan
Bulanan/Triwul
anan/Semester
an SKPD
1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64,794,100 204,453,634
Penvediaan Jumlah Paket
Perglatan dan Peralatan dan
11 2.06 Perlengkapan Eerlengkapan 4 Paket 19,377,400 156,610,014
K antor yang
antor ) .
Disediakan
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Jumlah laporan

Penyelenggaraa PENDA
n Rapat gﬁr:’);elgtnggara 12 lapora PATAN
11 2.06 9 | Koordinasi dan pat P 45,416,700 | ASLI 47,843,620
. koordinasi dan n
Konsultasi konsultasi DAERA
SKPD SKPD H (PAD)
11 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48,961,000 102,215,300
Pengadaan Jumlah unit
sarana dan PENDA
g?arzgfaggn prasarana PATAN
11 2.07 | 10 gedung kantor 7 unit 48,961,000 | ASLI 102,215,300
Gedung Kantor
atau Bangunan atgu bangunan DAERA
Lainnva lainnya yang H (PAD)
Y disediakan
11 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171,095,376 0
Jumlah
Laporan
Penyediaan Penyediaan PENDA
Jasa Jasa 12 Labor PATAN
11 2.08 2 | Komunikasi, Komunikasi, an P 45,385,536 | ASLI 0
Sumber Daya Sumber Daya DAERA
Air dan Listrik Air dan Listrik H (PAD)
yang
Disediakan
Jumlah
Ilgzaoread?aan PENDA
Penyediaan Jasg 1 Lapora PATAN
11 2.08 4 | Jasa Pelayanan Pelavanan n P 125,709,840 | ASLI 0
Umum Kantor Umu)r/n Kantor DAERA
H (PAD)
yang
Disediakan
11 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 659,913,150 140,000,000
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Penyediaan

Jasa Jumlah
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Dinas PENDA
Pemeliharaan, Operasional PATAN
11 2.09 2 | Pajak dan atau Lapangan 12 Unit 79,143,650 | ASLI 0
Perizinan yang Dipelihara DAERA
Kendaraan dan dibayarkan H (PAD)
Dinas Pajak dan
Operasional Perizinannya
atau Lapangan
Pemeliharaan/R Jumlah Gedung
ehabilitasi Kantor dan
Bangunan .
11 2.09 9 | Gedung Kantor Lai 2 Unit 555,581,000 0
ainnya yang
dan Bangunan Dioelih Di
Lainnya Ipel a'.'a/ re
habilitasi
Pemeliharaan/R Jumlah sarana
ehabilitasi dan prasarana PENDA
Sarana dan gedung kantor PATAN
11 2.09 | 10 | Prasarana atau bangunan 50 unit 25,188,500 | ASLI 140,000,000
Gedung Kantor lainnya yang DAERA
atau Bangunan dipelihara/direh H (PAD)
Lainnya abilitasi
11 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 142,922,200 173,622,900
11 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 142,922,200 173,622,900
Dukungan
sebesar
Presentas Jumlah muatan 100 % Presenta
Penyusunan e hasil terhadap PENDA se
. penyusunan ) PATAN peningka
11 201 | 1 | danPenetapan | peningkat | 4 " cneiana, | Capaian 3 dokum 142,922,200 | ASLI tan 173,622,900
RPPLH an kajian PROGRAM en .
. RPPLH DAERA kajian
Kabupaten/Kota | lingkungan PERENCA )
hidu Kabupaten/kota NAAN H (PAD) lingkung
P yang disusun LINGKUNG an hidup
AN HIDUP
11 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 691,186,600 769,660,500
11 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 691,186,600 769,660,500
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1"

2.01

Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan
Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
Dilaksanakan
Terhadap Media
Tanah, Air,
Udara, dan Laut

Dukungan

sebesar
100 %
Persentas | Jumlah terhadap
e dokumen uji capaian
penghapu | kualitas PROGRAM
san lingkungan PENGEND
pengguna | hidup ALIAN 63’00 anokum 100 %
an merkuri | dilaksanakan PENCEMA °
pada terhadap media | RAN
kegiatan tanah, air, DAN/ATAU
PESK udara dan laut KERUSAK
AN
LINGKUNG
AN HIDUP
Persentas
e
peningkat
an Baku 5?/’02
Mutu °
Lingkunga
n
Persentas
e
peningkat
an 38,30
pelayanan %
laboratoriu
m
lingkungan
Persentas
e
peningkat
an 100,0
pelayanan 0 %
perijinan
lingkungan
hidup

341,706,800

PENDA
PATAN
ASLI

DAERA
H (PAD)

Persenta
se
penghap
usan
penggun
aan
merkuri
pada
kegiatan
PESK

60,00 %

Persenta
se
peningka
tan Baku
Mutu
Lingkung
an

56,02 %

Persenta
se
peningka
tan
pelayana
n
laboratori
um
lingkung
an

38,30 %

Persenta
se
peningka
tan
pelayana
n
perijinan
lingkung
an hidup

100,00 %

534,660,500
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Dukungan

sebesar
100 %
Jumlah Persenta
Zersentas pengamt.).ilan Eig:iiip se
penghapu ;er:touhigjnl' PROGRAM PENDA Eggghap
san para?mjeter PENGEND 60,00 | 2 dokum PATAN penggun
pengguna | | o ioe ALIAN % en 100 % ASLI aan 60,00 %
an merkuri lingkungan dan PENCEMA DAERA merkuri
pada dokumen mutu RAN H (PAD) pada
kegiatan DAN/ATAU keaiatan
PESK yang KERUSAK cegia
dilaksanakan AN PESK
LINGKUNG
AN HIDUP
Persentas Persenta
e se
peningkat 56.02 peningka
Pengelolaan an Baku 0/’ tan Baku | 56,02 %
Laboratorium Mutu ° Mutu
11 2.01 Lingkungan Lingkunga 349,479,800 Lingkung 235,000,000
Hidup n an
Kabupaten/Kota Persenta
Persentas se
e peningka
peningkat tan
an 38,30 pelayana o
pelayanan % n 38,30 %
laboratoriu laboratori
m um
lingkungan lingkung
an
Persentas :grsenta
e .
peningkat peningka
an 100,0 ol 100,00 %
pelayanan 0 % ﬁe ayana e
perijinan
lingkungan perijinan
gkung
hidup lingkung
an hidup
11 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 404,448,100 420,500,000
11 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 404,448,100 420,500,000
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Dukungan

sebesar
0,
Pengelolaan e Jumlah sarana capaian PENDA paningka
Sarana dan paningkat | dan prasarana PROGRAM 1.40 PATAN tan
11 2.01 Prasarana an keanekaragam PENGELOL o/ 1475 unit | 100 % 404,448,100 | ASLI konserva 1,40 % 420,500,000
Keanekaragama | konservasi | an hayati yang ¢ DAERA .
n Hayati lingkungan | dikelola AAN H (PAD) S
hidup KEANEKA Ilngk_ung
RAGAMAN an hidup
HAYATI
(KEHATI)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
1 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 42,457,400 93,500,000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang lIzin Lingkungan dan Izin
1 2.01 PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 42,457,400 93,500,000
Dukungan
sebesar
100 %
terhadap
Persentas capaian ssrsenta
e Jumlah laporan | PROGRAM eninaka
Pengawasan peningkat dari PEMBINAA Fan 9
Usaha dan/atau | an usaha/kegiatan | N DAN usahalke
Kegiatan yang usahal/kegi | yang diawasi , PENGAWA PENDA ;
Izin Lingkungan atan yan izin lingkungan SAN giatan
I gkung yang gkungan, PATAN yang
11 2.01 ;';fll_ﬁ* lzin menindakl | persetujuan TERHADA 48,93 | 60lapora | 441 ¢, 42,457,400 | ASLI meninda | 48,93 % 93,500,000
yang anjuti lingkungan, P IZIN % n DAERA Klaniuti
Diterbitkan oleh arahan surat kelayakan | LINGKUNG jut
. clay H (PAD) arahan
Pemerintah dan atau operasi oleh AN DAN dan atau
Daerah teguran pemerintah IZIN teguran
Kabupaten/Kota | hasil daerah PERLINDU hasil
pengawas | kabupaten/kota | NGAN DAN pengawa
an PENGELOL san
AAN
LINGKUNG
AN HIDUP
(PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
11 UNTUK MASYARAKAT 184,342,900 187,000,000
1" 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 184,342,900 187,000,000

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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Dukungan

sebesar
100 %
terhadap
Peningkatan Persentas | Jumlah capaian Persenta
? PROGRAM
Kapasitas dan e lembaga/ se
; . PENINGKA .
Kompetensi peningkat kelompok peningka
TAN PENDA
Sumber Daya an masyarakat/ tan
Manusia Bidang | pemberda | institusi yang PENDIDIKA 93,75 | 10 lemba PATAN pemberd
11 8 | 2.01 . N, o 100 % 115,728,500 | ASLI 93,75 % 110,000,000
Lingkungan yaan terdaftar yang % ga ayaan
. . PELATIHA DAERA
Hidup untuk kelompok meningkat kelompo
. : N DAN H (PAD) -
Lembaga peduli kapasitas dan k peduli
. . PENYULU )
Kemasyarakata lingkungan | kompetensinya lingkung
n hidu terkaitPPLH | HAN an hidu
P LINGKUNG P
AN HIDUP
UNTUK
MASYARA
KAT
Dukungan
sebesar
100 %
terhadap
capaian
:ersentas PROGRAM SP;arsenta
eningkat Jumiah PENINGKA eningka
Penyelenggaraa gn 9 masyarakat/kel | TAN PENDA fan 9
n Penyuluhan emberda ompok PENDIDIKA 9375 | 375 oran PATAN emberd
11 8 | 2.01 dan Kampanye paan masyarakat/ N, 0/’ 100 % 68,614,400 | ASLI g aan 93,75 % 77,000,000
Lingkungan ﬁelom ok | Pelakuusahal | PELATIHA ° 19 DAERA kglom o
Hidup : du”p kegiatan yang | N DAN H (PAD) oo duﬂi
P terlibat PENYULU <P
lingkungan lingkung
hid HAN an hid
up LINGKUNG up
AN HIDUP
UNTUK
MASYARA
KAT
1 | 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 19,846,600 33,100,000
1 | 10 | 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 19,846,600 33,100,000

(PPLH) Kabupaten/Kota
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Dukungan

sebesar
Persentas | Jumlah 100 % Persenta
Pengelolaan e pengaduan terhadap PENDA se
Pengaduan penangan | masyarakat capaian PATAN penanga
11 | 10 | 2.01 Masyarakat an terhadap PPLH | PROGRAM 100 | 15doku | 440 o, 19,846,600 | ASLI nan 100 % 33,100,000
pengadua | kabupaten/ PENANGA % men pengadu
Terhadap PPLH n kota van NAN DAERA an
Kabupaten/Kota | | olayang H (PAD) :
lingkungan | ditindaklanjuti/ PENGADU lingkung
hidup ditangani AN an hidup
LINGKUNG
AN HIDUP
11 | 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 287,742,200 374,000,000
1 | 11 | 2.01 Pengelolaan Sampah 287,742,200 374,000,000
.rJ]:g;llah laporan Dukungan
Pengurangan Pesentase enqurangan sebesar Pesentas
Sampah dengan ) peng 9 49 % e
peningkat sampah PENDA .
Melakukan terhadap peningka
Pembatasan an dengan capaian 27,00 PATAN tan
11 {11 ] 2.01 ’ pengelola melakukan o, 2 laporan | 100 % 141,395,600 | ASLI 27,00 % 111,540,000
Pendauran PROGRAM % pengelol
an pembatasan, DAERA
Ulang dan persampa pendauran PENGELOL H (PAD) aan
Pemanfaatan han ulana dan AAN persamp
Kembali 9 PERSAMP ahan
pemanfaatan
) AHAN
kembali
Jumlah sarana
dan prasarana Dukungan
Penvediaan Pesentase | PENanganan sebesar Pesentas
Y ) sampah untuk 49 % e
Sarana dan peningkat keaiatan terhada PENDA eninaka
Prasarana an e?nilahan ca aianp 27,00 PATAN ?an ’
11| 11 | 2.01 Pengelolaan pengelola P ' p o 15 unit 100 % 146,346,600 | ASLI 27,00 % 209,000,000
. pengumpulan, PROGRAM % pengelol
Persampahan di | an engangkutan, | PENGELOL DAERA aan
TPA/TPST/SPA | persampa | Pengangkutan, H (PAD)
Kabupaten/Kota | han pengolahan, AAN persamp
dan PERSAMP ahan
pemrosesan AHAN
akhir
22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,000,000,000 0
22 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 1,000,000,000 0
22 8 | 5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 1,000,000,000 0
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Jumlah
Pengembangan Laporan
dan Pengembangan Dana
29 5.07 In_wpl_em_er_1ta3| dan _ 2 Lapora 1,000,000,000 Keistime 0
Nilai-Nilai Luhur Implementasi n waan
dalam Nilai-Nilai Luhur DIY
Masyarakat dalam
Masyarakat
TOTAL | 5,676,938,894 4,263,500,260

Tabel 10. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sumber Dana APBD Propinsi

Urusan, Program
dan Kegiatan

Rencana tahun 2023

Catatan

Lokasi

kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber dana

penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target capaian
kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

APBD Propinsi
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Tabel 11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sumber Dana APBN

Urusan, Program
dan Kegiatan

Rencana tahun 2023

Lokasi

Target capaian
kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber dana

Catatan
penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target capaian
kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

APBN

61




BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini
didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo periode 2023-2026 yang telah ditetapkan dan berisi program dan kegiatan
tahun 2023. Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu
tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan perkembangan
situasi serta kondisi, juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan
pelayanan dan fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup.

Renja Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun
kebijakan umum anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam
pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas
penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program
kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran
yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta
akuntabilitasnya.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan periu
diantisipasi dengan baik agar tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu
pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa
melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di Dinas Lingkungan
Hidup secara intensif.

Pengasjlh 5 Agustus 2022
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